
 
 
 

 
 

 
         

 

 
  

BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI MALINAU 
  

NOMOR 22 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4 
huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran 

yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan 

Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut 

dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas 
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 
dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang 
mengatur tentang perubahan alokasi, penggunaan, dan 

penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, , maka perlu dilakukan 
penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian-

penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah; 
             e. bahwa penyesuain........ 

SALINAN 
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e. bahwa penyesuain dan penataan kembali dimaksud untuk 

menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (earmarking) 

Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasildalam Rangka 
Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus 

Disease2019 (COVID-19) dan pemenuhan kewajiban Daerah 
kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan 

barang dan jasa tahun 2021; 
 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun Anggaran 2021.  
 
Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  

Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
 

             7. Undang-Undang....... 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028);  

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

 
            14. Peraturan Pemerintah....... 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

           23. Peraturan Pemerintah..... 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
28. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485) 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non 
pegawai Negeri Sipil, dan penerima pension atau tunjangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6515); 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Gaji Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga 
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan 

Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189); 

 

 
 

           31. Peraturan Menteri....... 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447); 
 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 

tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negerinomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan 
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, 

Perubahan Alokasi,Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021nomor910) 
 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/Pmk.07/2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 
17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); 

 

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 
3); 

 
37. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 8); 
 

38. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 
29). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 
 

Pasal I........ 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 29), diubah sebagai 
berikut: 

 
1.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 
direncanakan semula sebesar Rp1.381.496.880.177 (berkurang) sebesar                            

(Rp10.022.894.000) sehingga menjadi sebesar Rp1.371.473.986.177 yang 
bersumber dari:  

 

a. Pendapatan Asli Daerah;  
 

b. Pendapatan Transfer; dan  
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  
 
2.  Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

(1)   Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.161.510.000 bertambah 
sebesar Rp4.685.200.000 sehingga menjadi sebesar Rp10.846.710.000 

yang terdiri atas:  
 

a. Pajak Daerah;  
 

b. Retribusi Daerah;  
 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;  

 
d. Lain-lain PAD yang Sah. 

 
(2)   Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan semula sebesar Rp6.161.510.000 bertambah sebesar 
Rp4.685.200.000 sehingga menjadi sebesar Rp10.846.710.000. 

 

(4)   Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan semula sebesar Rp47.857.268.614 (berkurang) sebesar 

(Rp4.685.200.000) sehingga menjadi sebesar Rp43.172.068.614.   
 

3.  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 37......... 
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Pasal 37 
 

(1)   Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.306.122.665.986   

(berkurang) sebesar (Rp14.257.494.000) sehingga menjadi sebesar 
Rp1.291.865.171.986 yang terdiri atas:  

 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 
 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 
 

(2)   Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar 

Rp1.265.410.467.000 (berkurang) sebesar (Rp25.828.794.000) sehingga 
menjadi sebesar Rp1.239.581.673.000. 

 

(3)   Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp40.712.198.986 

bertambah sebesar Rp11.571.300.000 sehingga menjadi sebesar 
Rp52.283.498986. 

 
4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 47 
 

(1) Anggaran Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar 

Rp13.455.400.000 bertambah sebesar Rp4.234.600.000 sehingga 
menjadi sebesar Rp17.690.000.000, yang terdiri atas: 

 

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

      
(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
semula sebesar Rp13.455.400.000 bertambah sebesar Rp4.234.600.000 
sehingga menjadi sebesar Rp17.690.000.000, yang terdiri atas: 

 
a. Lain-lain Pendapatan. 

 
(3) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

direncanakan semula sebesar Rp13.455.400.000 bertambah sebesar 
Rp4.234.600.000 sehingga menjadi sebesar Rp17.690.000.000: 

 

a. Pendapatan Hibah Dana BOS. 
  

(4) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a direncanakan semula sebesar Rp13.455.400.000 bertambah 

sebesar Rp4.234.600.000 sehingga menjadi sebesar Rp17.690.000.000. 
 
 

 
5. Ketentuan........ 

 
 



9 

 

 

 

5.  Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 48 
 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan semula 
sebesar Rp1.378.496.880,177 (berkurang) sebesar (Rp4.325.939.129) 

sehingga menjadi sebesar Rp1.374.170.941.048, yang terdiri atas:  
 

a. Belanja Operasi;  

 
b. Belanja Modal;  

 
c. Belanja Tidak Terduga; dan  

 
d. Belanja Transfer.  

 

6.  Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 49 

 
(1)  Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf 

a direncanakan semula sebesar Rp893.638.936.452 bertambah sebesar 

Rp26.994.263.596 sehingga menjadi sebesar Rp920.633.200.048, yang 
terdiri atas:  

 
a. Belanja Pegawai;  

 
b. Belanja Barang dan Jasa;  
 

c. Belanja Subsidi;  
 

d. Belanja Hibah; dan  
 

e. Belanja Bantuan Sosial.  
 

(2)   Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan semula sebesar Rp510.343.271.093 bertambah sebesar 
Rp13.630.819.833 sehingga menjadi sebesar Rp523.974.090.926 

 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan semula sebesar Rp354.650.209.454 bertambah sebesar 
Rp14656.430.422 sehingga menjadi sebesar Rp369.306.639.876. 

 
(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan semula sebesar Rp19.021.989.315 bertambah sebesar 
Rp755.246.731 sehingga menjadi sebesar Rp19.777.236.046. 

 
(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan semula sebesar Rp4.623.466.590 (berkurang) sebesar 

(Rp2.048.233.390) sehingga menjadi sebesar Rp2.575.233.200. 
 

 
 

           7. Ketentuan....... 
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7.  Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 63 
 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b 
semula direncanakan sebesar Rp117.392.473.725  (berkurang) sebesar 

(Rp10.884.999.076) sehingga menjadi sebesar Rp106.507.474.649, yang 
terdiri atas:  

 

a. Belanja Modal Tanah; 
 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
 

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

 
e. Belanja modal aset tetap lainnya. 

 
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula 

direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (berkurang sebesar (Rp45.272.723) 
sehingga menjadi sebesar Rp1.454.727.277. 
 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b semula direncanakan sebesar Rp65.054.121.924 (berkurang) 

sebesar (Rp8.516.265.355) sehingga menjadi sebesar Rp56537.856.569. 
 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.404.983.201 bertambah sebesar 
Rp8.687.017.400 sehingga menjadi sebesar Rp16.092.000.601 

 
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp41.864.537.800 (berkurang) 
sebesar (Rp10.987.800.100) sehingga menjadi sebesar Rp30.876.737.700 

 
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.568.830.800 (berkurang) 

sebesar (Rp22.678.298) sehingga menjadi sebesar Rp1.546.152.502. 
 

 8.  Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 66 
 
(1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.057.500.000 bertambah sebesar 
Rp19.193.381.351 sehingga menjadi sebesar Rp20.250.881.351, yang 

terdiri atas: 
 

a. Belanja tidak terduga. 
 

(2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf 

a semula direncanakan sebesar Rp1.057.500.000 bertambah sebesar 
Rp19.193.381.351 sehingga menjadi sebesar Rp20.250.881.351. 

 
          9. Ketentuan...... 
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9.  Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 67 
 

(1) Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d semula 
direncanakan sebesar Rp366.407.970.000 (berkurang) sebesar 

(Rp39.628.585.000) sehingga menjadi sebesar Rp326.779.385.000, yang 
terdiri atas:  

 

a. Belanja bantuan keuangan. 
 

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

semula direncanakan sebesar Rp366.407.970.000 (berkurang) sebesar 
(Rp39.628.585.000) sehingga menjadi sebesar Rp326.779.385.000 yang 
terdiri atas: 

 

a. Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;dan 
 

b. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada 
desa. 

 

(3) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a (berkurang) sebesar (Rp39.628.585.000) 
sehingga menjadi sebesar Rp326.779.385.000) yang terdiri atas: 

 

a. Belanja keuangan umum antar daerah kabupaten/kota;dan 
 

b. Belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota. 
 

(4) Belanja keuangan umum antar daerah kabupaten/kota kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp36.940.585.000 ( 
Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Juta Lima ratus 

Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah );dan 
 

(5) Belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar 

Rp2.688.000.000 ( Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu 
Rupiah ). 

 

(6) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar 
Rp326.779.385.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh 

Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) yang terdiri atas: 
 

a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota 
kepada desa. 

 

(7) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota 
kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan 
sebesar Rp326.779.385.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tujuh 

Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) 
 

10. Ketentuan Pasal 68 diubah dengan merubah huruf a dan menambah 1 
(satu) huruf  baru yakni huruf b sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 12........... 
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Pasal 68 

 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan 

sebesar Rp3.000.000.000 bertambah sebesar Rp5.696.954.871 sehingga 
menjadi sebesar Rp8.696.954.871 yang terdiri atas:  
 

a. Penerimaan Pembiayaan; 

 
b. Pengeluaran pembiayaan.  

 
 

11. Diantara Ketentuan Pasal 67 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal baru 
yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 68A 
 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar 

Rp5.696.954.871 sehingga menjadi sebesar Rp5.696.954.871 yang terdiri 
atas:  

 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.  
 

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 

bertambah sebesar Rp5.696.954.871 sehingga menjadi sebesar 
Rp5.696.954.871. 
 

12. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 69 
 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000  
bertambah/(berkurang) Rp0,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000 

yang terdiri atas:  
 

a. Penyertaan modal daerah;  
 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000  bertambah/(berkurang) 
Rp0,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000. 

 
13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 73 

 
(1) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.  

 
           (2) Penjabaran........ 
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(2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II Peraturan Bupati Malinau Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II menjadi Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. 
 

Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal  6 September 2021. 
 

BUPATI MALINAU, 
 

ttd 
  

WEMPI W.MAWA 
Diundangkan di Malinau 
pada tanggal 6 September 2021. 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 

 
ttd 

 
 
ERNES SILVANUS 

 
BERITA DAERAH  KABUPATEN  MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 22. 

 


